
SAUNAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILITIAN UMUM KOTATOMOHON

NoMoR I qlL. / pL.oz.2-Kpt / 7 rr 3 / Kota. / x / 20 ts
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN

PARTISIPASI MASY'ARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

a. bahwa dalam rangka melaksanal<an ketentuan

Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf d Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentAng Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Guberaur, Bupa.ti dan Walikota menjadi

Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanalan ketentuan

Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2Ol7 te;rlang Pemilihan Umum;

c.bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, p€rlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihal Umum Kota Tomohon

tentang Pedoman Tekris Sosialisasi Dan Partisipasi

Masyarakat Dalarn Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tomohon Tahun 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 1964 tentang penetapan peraturan

pemerintah.....

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON



\
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pemerintah pengganti undang-undang no. 2

tahun 1964 tentang pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-

undang rro. 47 PRP Tahun 1960 tentang

pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara,

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-

Tenggara (lembaran negara tahun 1964 no. 7);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan

Kota. Tomohon di Provinsi Sulat*'esi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 3O, Tambahan trcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonssia Tahun 20O8 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indenssia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 20 14 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

penetapan...,.
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Ehrpati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lenbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor l0 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2O15 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang

Pemilihan Umum (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6109);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2O08 tentang Susunan organisasi dan

Tata Kerja Sehetariat Jenderal Komisi Pemifihan

Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum

hovinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kota/ Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6

Tahun 2OO8 tentang Susunan organisasi dan

Tata Keda Sehetariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Selcetariat Komisi Pemilihan

Umum Kota/ Kota;

9. Peraturan Elersarna Komisi Pemilihan Umum,

badal ....
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Badan Pengawas Pemifihan Umum dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 13 Talwn 2O12, Nomor ll Tahun 2012,

Nomor 1 Tahun 2Ol2 terfiang Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum ;

10. P€raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Um rm/ Komisi Independen

Pemilihan Kota/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2079 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dart Wal<il

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

L2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2O17 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

Dan Wakil Welikota;

13. Peraturan Komisi Pemiliharr Umum Nomor

8 Tahun 2O19 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemi.Iihan Umrm
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program fl6rr

Jadwal Penyelenggar€ran Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Eh.rpati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode

Klasifikasi Arsip darr Pengkodean Naskah Dinas

Di .....



Memerhatikan:

Menetapkan

KESATU
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Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/

Komisi Independen Pemilihan Kota/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon Nomor .../PL.A2.2-

Kpt/7173/Kota/Xl2Ol9 tentang Penetapan

Pedoman Teknis Tahapan, Progran dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tomohon Tahun 2020.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umr:m

Kota Tomohon Nomor

...../PP.O8.3/BA /7173/Kot^lx/2079 Tanggal

...Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis

Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Walikota dan Wqkil walikota Tomohon

Tahun 202O Pada Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN SOSIALISASI, PEDIDIKAN PEMILIH

DAN PARTISIPASI MASYAI?T{IGT DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKCIATOMOHON TAHUN

2020.

Menetapkan Pedoman Teknis PelAksanaan

Sosielisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilihan walikota dan Wakil

Walikota Tomohon Tahun 2O2O sebagaimana

tercantum flalam Lampiran I Keputusan yang

merupaken bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

1ru.

KEDUA



KEDUA

KETIGA

Salinan
SEKRE"IARIAT

Ariesto

Sesuai Aslinya
KPU KOTA TOMOHON

Hukurn

SH,. MH
100I

4-

: Menetapkan bentuk dan jenis formulir pemantau

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusal

yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2O19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

HARRYANTO Y.S. LASUT

ttd





IAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON

NOMOR : lPP.O2.2-Kpt/7l73lKOTAlx/2Ot9
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEI.AKSANAAN SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DAI-AM WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON

TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAXANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020

merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil

Walikota Tomohon secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk

meningkatkan partisipasi masyaralat pada setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun

2O2O perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tomohon Tahun 2020, KPU Kota Tomohon mempunyai tugas dan

wewenzurg untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis

dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUDDANTUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan

ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun

2O2O dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kota Tomohon;

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

tahapan, progr.rm, jadwal, dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
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Walikota Tomohon Tahun 2020;

3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya

dengal benar;

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi

pemilih untuk menggunalan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020, disusun

dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi;

2. Partisipasi Masyarakat;

3. Pemantau;

4. kmbaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;

5. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2O2O yang

selanjutnya disebut Pilwalko Tomohon 2O2O, adaJah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tomohon untuk memilih Walikota

dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2O20 secara langsung dan

demokratis.

2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2O2O yang

diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan

Serentak.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

undang-undaag pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang

dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya

disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan



-9-

umum sebagairnzma dimaksud dalam undang-undang pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

5. Kornisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang selanjutnya disebut KPU

Kota, adalah lembagp penyelenggara Pemiljhan Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan Serentak di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disinglat PPS, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan Serentak di tingkat desa/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya

disingkat KPPS, dibentuk oleh PPS untuk menyelenggaralan

Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara.

9. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon selanjutnya

disebut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tomohon 2020.

10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota yang telah memenuhi syarat darr ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

11. Pemilih adalah penduduk Kota Tomohon yang berusia palinC

rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang

terdaftar dalam Pemilihan.

12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, ta.ta cara

teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.

13. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah

kegiatan menawarkan visi, rnisi, program Paslon Pemilihan dan/atau

informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan

Pemilih

14. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut

Sosialisasi, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan
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dan program penyelenggaraan Pemilihan.

15. Pendidikan Pemilih adalah proses penyzrmpaian informasi kepada

Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.

16. Partisipasi Masyaralat adalah keterlibatan perorangan dan/atau

kelompok dalam penyelen ggaraan Pemilihan.

17. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan

massa dalam rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk
meningkatkan partisipasi Pemilih.

18. Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau

pelaksanaan Pemilihan di Kota Tomohon-

19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyaralat yang

terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh

alaeditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kota untuk melakukan

pemantauan Pemilihan di Kota Tomohon.

20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang

mendaftar dan telah memperoleh alreditasi dari KPU untuk

melakukan Pemantauan Pemilihan.

21. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan

Asing, KPU Provinsi dan/atau KPU Kota fagi Pemantau Pemilihan

Dalam Negeri

22. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihal adalah pengumpulan

informasi / pendapat masyaralat tentang proses penyelenggaraan

Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait

Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu

23. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan addah kegiatan penghitungan

suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau

berdasarkan metodologi tertentu.

24. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahf dan/atau
pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi danlatau KPU Kota untuk
memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.

25. Hari adalah hari kalender.
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E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT.

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib penyelenggara;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsional;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

l. efelrLivitas; dan

m. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI

A. SASARANSOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi, meliputi komponen:

a. Pemifih yang berbasis :

1. Keluarga;

2. Pemilih pemula;

3. Pemilih muda;

4. Pemilih perempuan;

5. Pemilih penyandang disabilitas;

6. Pemilih berkebutuhan khusus;

7. Kaum marjinal;

8. Komunitas;

9. Keagamaan;

10. Relawan demokrasi; dan
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I l. Warga internet (netizcnl

b. masyarakat umum;

c. media massa;

d. partai politik;

e. pengawas;

f. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing;

g. organisasi kemasyarakatan;

h. masyarakat adat; dan

i. instansi pemerintah.

2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah

perbatasan atau terpencil, penghuni lemb,ga pemasyarakatan, pasien

dan pekeda rumah sakit, pekerja tambang dan kelompok lain yang

terpinggirkan.

3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Pemilih, KPU Kota dibantu

oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

4. KPU Kota melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

5. PPK dan PPS melaksalalcan Sosialisasi dan/atau yang berkaitan

dengan tuga.s dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kefa

masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi, mencakup:

a. seluruh tahapan, progr€rm dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang

terdiri dari:

1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;

2) pencalonan dalam Pemilihan;

3) kampanye dalam Pemilihan;

4) dana kampanye peserta Pemilihan ;

5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pemilihan; dan

6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.

b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Materi sssialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar

Pemilih, meliputi:

1) mekanisme pemutakhiran dan pen5rusunan daftar Pemilih;

2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar
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Pemilih;

3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran

data; dan

4) penyusunan daftar Pemilih.

3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:

l) jadwal pencalonan Pasangan Calon;

2) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;

3) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;

4) penetapan Pasangan Calon; dan

5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.

4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:

1) ketentuan kampanye;

2) jadwal kampanye; dan

3) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.

5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:

1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;

2) jenis laporan dana Kampanye;

3) penyusunan laporan dana Kampanye; dan

4) audit dan hasil audit dana Kampanye.

6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pemilihan, meliputi:

1) tata cara pemungutan suara;

2l ta.ta cara penghitungan suara;

3) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan

4) pengumuman hasil Pemilihan.

7. Da-lam Pemilihan dengan I (satu) Pasangan Calon, KPU Kota

menyampaikan materi Sosialisasi kepada Pemilih, yang memuat

informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatalan

sah.

C, METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan

dilakukan melalui:

a. Forum v/arga;

b. komunikasi tatap muka;

c. media massa;

dalam menyampaikan materi Sosialisasi,
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d. bahan sosialisasi;

e. mobilisasi sosial;

f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
g. laman KPU Kota;

h. papal pengumuman KPU Kota;

i. media sosial;

j. media keasi; dan/atau

k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima

Inforrnasi Pemilihan dengan baik.

2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

a. diskusi;

b. seminar;

c. uorkslap;

d. rapat keda;

e. pelatihan;

f. ceramah;

g. simulasi;

h. gelar wicara {talksttou); dan/atau

i. metode tatap muka lainnya,

3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:

a. media mas,sa cetak; dan/atau

b. media massa elektronik meliputi:

1) radio;

2) televisi; dan/atau

3) media dalam jaringan (online).

4. Penyampaian informasi pa.da media massa, dilakukan melalui:

a. tulisan;

b. gambar;

c. suara; dan/atau
d. audiovisual.

5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri dari:

a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
1) brosur;

2) leafleN

3l pamflet;

4l booklet;
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5) poster;

6l folder;dan/atau
7) stiker.

b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

l) spanduk;

2l banne4

3) baliho;

4l btlllboard /uideotrory dan/atau

5) umbul-umbul.

c. penyebaran bahan atau pemasangirn alat peraga sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

a. kesenian tradisional;

b. modern;

c. kontemporer;

d. seni musik;

e. seni tari;

f. seni lukis;
g. sastra; dan/atau
h. seni peran;

7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi, disesuaikan dengan

ketersediaan anggaran di KPU Kota.

8. KPU Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan

menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

l. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:

a. Keluarga;

b. Pemilih pemuLa;

c. Pemilih muda;

d. Pemilih perempuurn;

e. Pemilih penyandangdisabilitas;

f. Kaum ma{inal;

C. Komunitas;

h. Keagamaan;

i. Relawan demokrasi; dan/atau
j. Warga internet (netizarl



l
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2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukal, melalui:

a. mobilisasi sosial;

b. pemanfaatan jejaring sosial;

c. media lokal atau tradisional;

d. Iorong Pintar Pemilu;

e. Pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi;

f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau

g. bentuk lain yang membuat tduan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Kota dapa.t bekerja sama

dengan:

a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;

b. komunitas rnesyarakat;

c. organisasi keagamaan;

d. kelompok adat;

e. badan hukum;

f. lembaga pendidikan;

g. instansipemerintah;

h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

dal/atau
i. media massa cetak dan elektronik.

4. Ke{a sama dila}sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III

PARTISI PASI IVIASYARAIGT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEI.IYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota

berwenang:

a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik pa.da tahap penyu sunan kebijakan, pelaksanaan,
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pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;

b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencalup orang,

kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan

c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

KPU Kota, situasi dan kondisi masyaralat setempat.

3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota

mempunyai tanggung jawab:

a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan

Pemilih berbasis keluarga;

b. Memberikan informasi sesuai dengal ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak

untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

4. Informasi, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilihan.

5. Tanggungiawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

KPU Kota.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

I . Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masya-rakat berhak:

a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai

d e n g a n k e t e n tu an peraturan perundang- undangan;

b. menyampaikal dan menyebarluaskan informasi publik terkait
dengan Pemilihan;

c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan

Pemilihan;

e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan ;

f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan;
g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau

Pemantauan Pemilihan; dan

h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau

Pemantauan Pemilihan.
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2. Dalam penyelenggaraan Partisipa.si Masyarakat, masyarakat wajib:

a. menghormati hak orang lain;

b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam

berpartisipasi;

c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas

;dan

d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

l. Setiap warga. negzrra, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi

keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan

media massa cetak atau elektronik dapa.t berpartisipasi pada setiap

tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Partisipa.si Masyarakat dalam Pemilihan, dapat dilakukan dalam

bentuk:

a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

b. pengawasan pa.da setiap tahapan Pemilihan;

c. Sosialisasi;

d. Pendidikan Pemilih;

e. Pemantauan Pemilihan; dan

f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau

merugikan Pasangan Calon;

b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan;

c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

dan;

d. mendorong terwujudlya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan

Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi

atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai

peraturan perundang-undangan.
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D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DAIAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyaiakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

a. keterlibatan dalam penyusunan kebljakan atau peraturan;

b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau

c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebljakan atau peraturan,

dapat berupa:

a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap

kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan

perundang-undangan yang akan dibentuk;

b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan

perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan

peraturan perundang-undangan;

c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum

yang sesuai dengan kebljakan atau peraturan perundang-undangan

yang akan dibentuk;

d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik

dan/atau ranclrngan peraturan perundang-undangan;

e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebirjakan atau

peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;

f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan ;

g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan;

h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;

i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau

peraturan perundang - undangan; dan /atau
j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelalsanaan

kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa

mengikuti seluruh program yang terdapat datram tahapan Pemilihan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa:

a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;

b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan

Pemilihan; dan/ atau

c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
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S.Keterlibatan masyarakat rlslam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan

dapat berupa:

a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait;

dan/atau

b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI

1. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan:

a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal

Pemilihan;dan

b. meningkatkan pa.rtisipasi Pemilih.

2. Setiap warga. negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi

keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan

media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi.

3. Dalam melaksanakan Sosialisasi, setiap warga negzrra, kelompok,

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat,

komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan

media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sarra dengan KPU

Kota

4. Setiap warga. negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi

keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan

media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi

untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

5. Materi sosialisasi dengan I (satu) Pasalgan Calon memuat informasi

berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

6. Pelalsanaan Sosialisasi dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang:

a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam

masyarakat;

b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan

Calon;

c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk

aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan

d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga

negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
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undangan

PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:

a. membangun pengetahuan politik;

b. menumbuhtan kesadaral politik; dan

c. meningkatkan partisipasi politik.

2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi

keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan

media massa cetak atau elektronik dapa.t melaksanakan Pendidikan

Pemilih.

3. Pendidikan Pemilih dapat ditu_jukan kepada sasaran sebagai berikut:

a. Pemilih pemula;

b. Pemilih muda;

c. Pemilih perempuan;

d. Pemilih penyandang disabilitas;

e. Kaum marjinal;

f. Komunitas;

g. Keagamaan;

h. Relawan demokrasi; dan/atau

i. Warga internet {retizenl
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara,

kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok

adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau

elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

BAB IV

PEMANTAUAN

1. Pemantauan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Dalam Negeri dan

Pemantau Asing.

2. Pemantau wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. bersifat independen;

b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi
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dan/atau KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Selain w4iib memenuhi persyaratan, Pemantau Asing wajib memenuhi

persyaratan, sebagai berikut:

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau di

negara Iain yang dibul,rtikan dengan surat pernyataan dari

organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah

negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan

pemantauan;

b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau dari perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri; dan

c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam

peraturan peru ndang-undangan.

4. Pemantau Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi

Kementerian Luar Negeri.

5. Pemantau Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi

pada KPU Provinsi dan/atau KPU Kota.

6. Pemantau Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan

alreditasi dengan mengisi formutr yang dapat diperoleh di Kantor KPU

atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal

pemantau.

7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal

sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

tentang Pedoman Teloris Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan.

8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan

menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

a. profil organisasi lembaga pemantau;

b. nama dan jumlah anggota pemantau;

c. alokasi anggota Pemantau masing-masing didaerah Kota dan

kecamatan;;

d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan dan daerah yang ingin

dipantau;

e. narna, alamat, dan peke{aan pengurus lembaga Pemantau;

f. pas foto terbaru pengums lembaga Pemantau;

g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh

Ketua l.€ mbaga Pemantau;
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h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang

di tandatangani oleh Ketua l.embaga Pemantau;

i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari

organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah

Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan

pemantauan bagi Pemantau Asing.

9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta

penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kota.

10. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan

persyaratan.

11. Dalam melaksanakan tugas penelitian administrasi terhadap

kelengkapan persyaratan, KPU Kota dapat membentuk panitia

Akreditasi.

12. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Dalam Negeri

yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan

memberikan akreditasi kepada l*mbp.ga Pemantau Dalam Negeri.

i3. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Asing yang memenuhi

persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan

Akreditasi kepada Pemantau Asing.

14. Alaeditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi

sampai dengan tahap penetapan Pasalgan Calon terpilih, apabila

pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.

15. Alceditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi

dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan

diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Asing yang telah diakreditasi,

kepada KPU Kota tempat dilakukannya pemantauan.

17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Da1am Negeri dan

Keputusan KPU untuk Pemantau Asing.

18. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang memenuhi

persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai

lembaga Pemantau Pemilihan Serentak serta mendapatkan sertifikat

akreditasi dari:

a. KPU Provinsi dan/atau KPU Kota untuk Pemantau Dalam Negeri;

b. KPU untuk Pemantau Asing.
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19. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang tidak memenuhi

kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi

dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

20. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah

Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yaig akan

ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan

serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kota.

21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Dalam Negeri dan

Pemantau Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Tomohon.

22. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing hanya melakukan

pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana

pemantauan yang telah di4iukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kota.

23. Anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing selama

melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal

pemantau.

24. Tand,a pengenal Pemantau, terdiri atas:

a. tanda pengenal Pemantau Dalam Negeri;

b. tanda pengenal Pemantau Asing.

25. Kartu tanda pengenal Pemantau Ddam Negeri diberikan oleh KPU

Provinsi dan/ atan KPU Kota.

26. Kartu tanda pengenal Pemantau Asing diberikan oleh KPU.

27. Tand,a pengenal Pemantau, memuat informasi tentang:

a. nama dan alamat Pemantau Dalam Negt 27. Tanda . . .

yang memberi tugas;

b. nama anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang

bersangkutan;

c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Dalam Negeri dan

Pemantau Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;

d. wilayah keg'a pemantauan;

e. nomor dan tanggal Akreditasi;

f. masa berlaku Al<reditasi Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau

Asing.

28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda

pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
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29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada

tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.

30. Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada

tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.

31. Tanda pengenal Pemantau berukuran locm x 5cm, berwarna dasar

biru tua untuk Pemantau Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau

Asing.

32. Lembaga Pemantau mempunyai hak:

a. mendapatkan akses di wilayah Kota Tomohon;

b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses

pelaksanaarr Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari

pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan

penghitungan suara;

e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota;

dan

f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan

pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan

Pemilihan.

g. Apabila pada Pemilihan dengan I (satu) Pasangan Calon, Pemantau

yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan

Pemilihan Serentak ditempat pemungutan suara sejak pelaksanaan

pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

33. Lembaga Pemantau wajib:

a.Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;

c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal

kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota sesuai dengan wilayah

keq'a pemantauan;

d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Tomohon sebelum

melaksanakan pemantauan Pemilihan;

e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;

f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki

daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat
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pemungutan sua.ra dengan alasan keamanan;

g. menzrnggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan

Pemilihan berlangsung;

h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan

Serentak serta tenaga pendukung adrninistratif kepada KPU dan/atau

KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;

i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara

Pemilihan Serentak serta menunjukkan sikap hormat dan sopan

kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;

j. menglrormati adat istiadat dan budaya setempat;

k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif

dan tidak berpihak;

L membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan

disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang

dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kota;

n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan

penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan

penga.was Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;

dan

o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan Serentak

kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota dalam waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota

Tomohon terpilih.

34. l,embaga Pemantau Pemilihan dilarang:

a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan

Pemilihan;

b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara

Pemilihan;

d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;

e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan

kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihal ;

f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun

dari atau kepada peserta Pemilihan;
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g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan

dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan mempakan

Pemantau Asing;

h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya

lainnya selama melakukan pemantauan;

i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk

surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan

Pemilihan.

35. Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan, meliputi:

a. non partisan dan netral;

b. tanpa kekerasan;

c. mematuhi peraturan perundang-undangan;

d. sukarela;

e. integritas;

f. kejujuran;

g. obyektif;

h. kooperatif;

i. transparan; dan

j. kemandirian.

36. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan,

dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.

37. Pencabutan status dan hak sebegd lembaga Pemantau Pemilihan,

dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

38. Sebelum mencabut status darr hak, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota

wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pernilihan.

39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Dalam Negeri dan KPU

untuk Pemantau Asing.

40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Asing, KPU Kota

melaporkan kepada KPU.

41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak

sebagai Pemantau Asing.

42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan

pencabutan status dan hak Pemantau Asing, setelah berkoordinasi
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dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

43. kmbaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya

sebagai lembaga Pemantau Pemithan dilarang menggunakan atribut
lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang

berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak

pidana dan / atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau

Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

Masyarakat dapat melakukan Survei atau J4jak Pendapat dan

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Survei atau Jajak Pendapat meliputi:

a. Survei tentang perilaku Pemilih;

b. Survei tentang hasil Pemilihan;

c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara

Pemilihan, Partai Politik, parlemen / legislatif, pemerintah ; dan/ atau

d. Survei tentang Pasangaa Calon.

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak

Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Kota.

kmbaga pelaksana Survei atau J4iak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kota

dengan menyerahkan dokumen, berupa:

a. akte pendirian/badan hukum lembaga;

b. susunan kepengurusan lembaga;

c. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi
pemerintah setempat;

d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan

1

,

3

4

5



-29-

lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana

penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi

lembaga survei atau jajal< pendapat;

e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4

(empat) lembar;

f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:

1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau

merugikan peserta Pemilihan;

2) tidak mengganggu proses penyelenggar€an tahapan Pemilihan;

3) bertujuan meninglatl<an partisipasi masyarakat secara luas;

4) mendorong terwr4'udnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan

Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau

jajak pendapat;

6) tidak mengubah data Lapangan maupun dalam pemrosesan data;

7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

8) melaporkan metodologi pencuplikan data. (samplirq} sumber dala,
jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau

Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

dan tanggal pemungutan suara.

7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber

dana, metodologi yarrtg digunakan, jumlah responden, tanggal

pelaksanaan Surrrci, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa

hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

8. Pelaksana Survei atau Jqjak Pendapat dan pelaksana Penglritungan

Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau

menyebarluaskan hasilnya wqjib memberitahukan bahwa hasil

penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi

penyelenggara Pemilihan.

9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan

Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU

Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima

belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat
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Hasil Pemilihan.

10. l,aporan meliputi:

a. informasi terkait status badan hukum;

b. keterangan terdaftar sebagai lemb^ga pelaksana Survei atau Jajak

Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

c. susunan kepengu rusan;

d. sumber dana;

e. alat yang digunakan;

f. metodologi yang digunakan; dan

g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil

Pemilihan.

11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan

Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat

dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota.

12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan

kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.

13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota dapat

membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada

asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan

penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana

Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan.

14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

a.2 (dua) orang akademisi;

b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan

c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota.

15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan /atau partisan

Partai Politik.

16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota.

17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kota.

18. KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelalsana Survei atau Jajak
Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang

terbukti melakukan pelanggaran etika.

19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau
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larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau

Penghitu ngan Cepat Hasil Pemilihan.

20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana

Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan, dikenai sanlsi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V

AKSES DATA DAN INFORMASI

l. KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat

terbuka kepada pemilih.

2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kota

dalam bentuk format data yang bisa diolah

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota dan jajaran

penyelen8gara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi.

Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinra
SEKRE"TARIAT KPU KOTA TOMOHON

b. Hukun

Matarltu, SH,. MH

ttd

194104042008111001



LAMPIRAN tr

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON

NOMoR : /PP.O2.3-Kptl 7 173 lKOTA(xl 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEL,AKSANAAN SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DAIAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

FORilI'LIR PEI|DAT-TARAIT PEMAIYTAU,

TATA CARA PETDAI"TARAtr DAIT PEUAERIATT AI(REDITASI
BAGI PEMANTAU DALII.M ITEGERI SERTA TATA CARA PE}IAITTAUAIT

PADA PEUILIIIAN WALIKOTA DAJ{ WAIUL VALIKOTA TOMOHOI{ 2O2O

1. FORMAT FTORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TOMOHON 2020.
2. FORMAT KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2O2O

3. FORMAT SURAT PERI.IYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN

PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2O2O

4. FORMAT SURAT PERI.IYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON

PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON 2O2O

5. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI PADA PEMIUHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TOMOHON 2020
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A. FOR.TIAT F{'RUI'LIR PEMAI{TAU DALITM ITEGERI PEMILIIIAN

WALII(CTA DAI{ WAKIL WALIKOTA I.'OUOIIOIT 2O2O

IIORUI'LIR PEI|DATTARAIT PEUAIYTAU DALAM NEGERI

PEUILIHAIT WALIKCTTA DAIT WAXIL WALIKOTA TOUOHOI{

20,20

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Nomor Tel Kantor

Nomor KTP

Email

Sumber Dana
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Bersama ini karni lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat

pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tomohon 2O2O sebagai berikut :

a. prolil organisasi lembaga pemantau;

b. nama dan jumlah anggota pemantau;

c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tomohon 2020, masing-masing di Kota dan kecamatan;

d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Tomohon 2O2O dan daerah yang ingin dipantau;

e. nama, alamat, dan pekeq'aan pengurus lembaga Pemantau;

f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangtrn ini kami buat dengan sebenar-benamya, apabila

isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat

hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi ketentuan yang

telah ditetapkan.

Pemohon,

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(Nama kngkap Ketua)

Diterima
Tanggal

Disetujui

tanegal( ) II
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B. FOR"UAT TAITDA PEITGEI{AL PEMAtrTAU PEMLIIIAI{ DALIIT I{DGERI

PADA PEUILIIIAT WALIK( TA DAIT WAXIL WALIKOTA I1ODIOHOf, 2O2O

TAI{DA PEI{GEI|AL PEUAI{.TAU DALI\M I{EGERI
PEUILII{AI{ WALIKOTTA DAI( WAKIL WALIK( TA

rloMoHolt 2020

NAMA PEMANTAU

ALAMAT PEMANTAU

NAMA ANGGOTA

WILAYAH KERJA

NOMOR AKREDITASI

TANGGAL AKREDITASI

MASA BERLAKU AKREDITASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KorrA T'OUOHOI{

rBN'A.

IIARRYAI{TO Y.S. LASUT

PAS PHOTO UKURAN
4cmX6cm

CAP
LEMBAGA
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C. FORUAT ST'RAT PER"ITYATAAN SI,'UBER DAI{A DAN PENGA.L/TMAN
PEMAI{TAUAI{BAGILEUBAGA PEUANTAUDALAM I{EGIERI
PEMILIIIAIT WALIKOTA DAI| WAKIL WALIKOTA I.'OUOHOT 2O2O

SI'RAT PERITTATAAIT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

l. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan

mempunyai dana sebesar

yang berasal dari

2. Menyatakan bahwa kmbaga Pemantau pemilihan

........-memiliki pengalaman dibidang

pemantauan pada *)

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di

kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka

saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Keterangan:
*) Diisi apabila memiliki pengalaman dibidang pemantauan

CAP

TEMBAGA

5.000
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D. FORMAT STIRAT PERIITATAAN IITDEPTITDEI|, BEBAS, I{OIT PARTISAIT

DAJT TIDAX UEUPT'IIYAI AI'ILIASI KEPA.DA PESIERTA PEIUILIHA.IT

WALIKOTA DAI{ WAXIL WALIKOTA T()MOHON 2O2O

SI'RAT PERITTATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Jabatarr

Menyatakan bahwa kmbaga Pemantau Pemilu

S Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada

peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di

kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka

saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

CAP

LEMBAGA

MATERAI

Rp.6000
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E. F(ORIIIAT SERTIFIKAT AI(RTDITASI PEMAITTAU PEIIIILIHAI| DAI,AM NEGERI PADA PEMILIHAIY WAIII(OTA DAN
trIAI(IL WALIKOTA TOMOHOIT 2O2O

Sf,BTIf'"IKAT
NOMOR: ...... /KPU-Kab-O12. /2O2O

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON MENYATAI(AN BAHWA :

Telah memenuhi :

1 . Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sehingga kepadanya diberikan
AIIRTDITASI

sebagai
Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2020

Ditetapkan di : Kota Tomohon
pada tanggal : 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Kepa.la Sub.Bagian Hukum

ir,ox.r!i

Ariesto Jachson Matantu, SH,. MH
NIP. 1981080420081 1 1001

) -, HARRYANTO Y.S. LASUT




